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BUPATIPEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR &  TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a
b
c.
d
Mengingat . 8

BUPATI PEMALANG,

hahwa guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, baik sceara [fsik, mental, spiritual
maupun sosial Dagl setap orang untuk  hidup
produktil secara sosial dan ckenomis diperlukan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap
erang untuk membiasakan pola hidup sebat;

bahwa mervkok pienyebabkan terganggunya atau
MEnuUrunnya kesehatan perokok [HEUPUN
masyarakat yang bukan perokek akibat ikut
lerpapar asap rokok orang lain;

bahwa berdasarkan Pasal 115 Ayat (2} Undang-
Undang Nomor 6 Tabun 2009 tentang Kesehalan,
menyebutkan hahwa Permerintah Duaerah
berkewajiban monctapkan Kawasan Tanpa Rokok
di wilayahnya,

bahwa berdasarkdn porlimbangan  sebagaimana
dimaksud dalary hurul g, huradl b, dan hurol ¢
periu  menetapkan Peraturan Bupati lentang
Kawasan Tanpa Rokok;

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenlang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propins Jawa Tengah;
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 entang Perlindungan
Konsumen [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor
42 Tambahan Lembaran Negars Reopublik Indonesia Nomor 3821);

Undang Undoang Nomor 39 Tahun 1999 rentang Hak Asasi Manusia
Lembarain Negara Republik Indencsia Tahun 1999 Nomor 165);

Undang-Undang Nomor 23 Tahuin 2002 ientang Perhindungan Anak
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambiihan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomaor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (vnlang Pemerintahan Daeerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubsh beberupa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 ‘Tahun 2008 tentang Perubahan Kedus Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5Y,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48443);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 temang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4440);

Undang-Undang Nomor 25 Tuhun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Ti:ambahan Lembaran Negewa Republik Indonesia Nomor 5038],

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tiambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lentang Keschatan (Lembaran
Negars Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S063);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 temang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang- Undang Nomwor 13 Tahun 1950,

Peraturan Pemerintah Nomor 6% Tahun 1999 lentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Scris Muesyarukul Dalam Penyelengparaan Negara
(Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 1999 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Nepara Nomor 3866);

Peraturan Pemcerintah Nomor 189 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan (Lembarar: Negars Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276}
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13.

15.

16.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenmtang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Prmerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Numor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1737];

 Peraturan Pemerintah Nomor 1089 Tahun 2012 (entang Pengamanan

Bahan Yang Mengandung Z# Adikiif Berups Produk Tembakau Hagi
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor 5380);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
Nomor 34 Tahun 2005, Nomor: 128 /Menkes/PB/VII[/2005 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sechat,

Peraturan Bersama Menteri Keschatan dan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 teniang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2002 1entang

Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup di Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daeraly Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Pemalang Nomor 13}

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tehun 2013 tentang
Ketertiban, Kebersiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN  TANPA

ROKOK,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupal ini yang dimaksud dengan:

2.

Dacrah adalah Kabupaten Pemaling

Pemerintah Daerah adalah Buputi dan Perangkalt Daerah sebagai
unsur penvelenggara Pemermntahan Daerah

Bupali adalah Bupati Pemalang,
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5.

1.

1.

13.

14.

15.

16.

Keschatan adalah keadaan sehat! balk scoeas [k | mental, maupun
sosial vang memungkinkan seisp orang untuk hidup produktil
secara sesial dan ekonornl

Rokok adalah salah satu produk 1embakau yang dimaksudkan untuk
dibakar, dihisap danfatau dihirup termasuk rokok krefek, rukok
putih, cerutu atau bentuk lainnva wvang dihasilkan dar tanaman
nicotiana tabacum, nicofiung rushea dan  spesies lainnya atau
sintetisnya yang ssapnya mengendung nikotin dan tar dengan alau
tanpa bahan tambahan

Merukok adalah kegiatan membakar rokok dan/alau menghisap asap
rokok.

Prrokok aktil adalah setiap orang vang membukar rokok dan/atou
sccarn langsung menghisap asap rokuok vang sedang dibakar.

Perokok pasil adalah orang yang bukisn perokek namun terpaksa
menghisap atan menghirup  asap rokok yang  dikeluarkan oleh

nerokok.

Asap Rokuk Orang Lain [AROL) adalah asap yang keluar dar rokok
yang dibakar dan yang dibembuskan oleh orang lain.

Kawasan Tanpa Rokok yang sclanjuitnya dismgkat KTR adalah
ruangan atayu area vang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok

atau kegiatan memproduksi, memnjual, mengiklankan dan/atau
mempromosikan produk tembakau

Penyelenggaraan Kewasan Tanps Rokok adalah serangkaian kegiatan
yang meliputi penetapan Kawusan Tanpa Rokok, pemanfaatan
Kawasan Tanpa Rokok, dan pingendaliun pemanfaatan Kawasan
Tanpa Rokok

Fasilitas pelayanan keschatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyclonggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promuolil, preventf, kuratil maupun rehabilitatil yang
dilakukan oleh pemeriniah, pemerintah dacrah, dan/atau
masyarakar.

Tempat proscs belajar mengajor adalah gedung yang digunakan
untuk kegiatan belajar, mengajar pendidikan dan/atau pelatihan,

Tempat anak bermain adalah wea teriutup maupun terbuka yang
digunakan untuk kegiatan bermawm anak-anak.

Termnpat ibadah adalah bangunan awu ruang tertutup yang memiliki
ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi
para pemeluk masing-masing agama Secara  permanch, tidak
termasuk tempat ibadah keluarga

Angkutan wmoum adalab alst angkutan bagl masyarakat yang dapat
berupa kendaraan darat, air dan udara yang penpgunaannya
biasany/a dengan kompensasi.
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7.

18.

20.

21.

22

Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan flertutup atau
ierbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang
dimasuki tenaga kerja untuk keperiuan suatu usaha dan dimana
lerdapal sumber atau sumber-sumber bahaya.

Tempat umum adalah semua tempat tertulup yang dapat diakses
oleh masyarakat umum danfateu lempat yang dapat dimanfaatkan
bersama-sama untuk kegiatan masvarakal yang dikelols oleh
pemeriniah, swasta, dan masyarasal

. Tempat lainnya yang ditétapkan adalah tempat terbuka yang dapat

dimanfaatkan bersama-stima untik kegistan masyarakal,

Tempatl (ertutup adalah tempat aluu ruang vang ditutup cleh atap
dan dibatasi oleh saru dinding atau (cbih terlepas dan materal yang
digunakan dan struktur permangn atau sementara.

Pimpinan atau penangg ungjawah Kawasan Tanpa Rokok adalah
orang  yang karena  jabatmannya, memimpin dun/atau
bertanggungjawah atas kegialan dan/atau usaha di kawasan yang
ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR),

Badan adalah sekumpulan arang dan/alau modal yang merupakan
kesamuan baik yesng melakukan wsaba maupun  yang  tidak
melakukan wusaha yang meliputt perscroan terbatas, perscroan
komanditer, perseroan vang lainnva, badan usaha milik negara atau
dacrah dengan pama dan dalam beamuik apapun, firma, kongsi,
koperasi, persekutuan, yavasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejerus, Lembaga dana pensiun, bentuk
usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAE I
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Asuas

P':lﬁ&ll 2

Penetapan KTR berasaskan:

a.
b
C.

d.

kepentingan kualitas keschatan manusia;
kelestarian dan keberlanjutan ekolugi
perlindungan hukum;

keseimbangan antara hak dan kewajban;
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e. keterpaduan;
f. keadilan
g keterbuksan dao peran serts; dan

h. akuntahilitas.

Bagian hedua
TujLian

Pa=zal 3

Penetapan K'IR bertu juan:
a terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat

b. memberikan perlindungan kepads masyarakat dari dampak buruk
rokok baik langsung maupun tidak langsung;

¢ menciptakan kesadaran masyarakal untuk hidup sehat; dan

d. melarang/menghilangkan  produks;,  penjualan, iklan, promosi
dan/atau penggunaan rokok di KTE

Bagian Kelpa

Pemaniaaran
Pasal 4

Penctapan KTR merupakan upaya perlindungan kepada masyarakat
terhadap resikn ancaman ganggusn  kesehatan  karena lingkungan
(ereemar asap rokok.

Bagian Keempat
Ruang Lngkup

Pasal S

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi
a Hak dan kewajban;
b Penetapan KTR;
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Penyclenggaraan KTR;
Pengendalian penyolenggaiuun KTR,
Pembinaan dun pelaporan; dan

-~ np a p

Peran serta masyarakat,

BAB [11
HAK DAN REWAJIHAIN

B lan kesama

Hak
Pasal o

Setiap orang berhak alas:
a udara yang bersih dan schat serta Lebas dari asap rokok;

b. informasi dan pendidikan yang bonar mengenai bahaya asap rokok
bigi kesehatan: dan

c. mformasi mengenai KTR.

Bagian Xedua

Kewa jibian
Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan wajib:

a. mematuhi ketemuan larangan i erpal atau area yvang dinyatakan
sebagai KTR,;

b, berperan serta aktif dalam proses penclapan, pemanfaatan, dan
pengendalian penyclenggaraan KTR

DAL iV
PENETAPAN KTR

Pasal 8

(1) Dengan Pgraturan Bupati ini, tempat atau area tertoniu dinyatakan
sthagnl KTR.

(2} Tempat atan area lertentu schagaimana dimaksud pada ayvat (1)
meliputi:
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fasilitas pclayanan keschatan;

=

termpal proses belajar menpga jan,

lempat anak bermam;

a0

tempal ibadah;

o

angkutan umum;
[. tempat kerja;
g, tempat umum; dan

I tempat lainnya yang ditelapkan, yailu tempat terbuka vang dapal
dimanflaatkan bersama-sama uniuk kegiatan masyarakat,

(3] Pemberlakukan KTR di tempattempal atau area-area sebagaimand
dimaksud pada ayar (2] ditetapkan dengan Keputussan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN KTR

Bagian hesatu
Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan

Pasal 9

(1] Pada tempat-tempat yang telab diciapkan sebagsi KTR sebagaimans
dimaksud dalam Pasal B ayat (3] wujib dipasang pengumuman dan
tarda laranpgan kegi atun produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau
penggpunaan rokolk.

[2) Pengumuman dan landa-tanda larangan sebagaim: e dimaksud paca
ayat (1) wajb dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang
berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

(3] Pemasangan pengumuman dan ek -landa  larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjaci ranggung jawab pimpinan atau
penangguny jawab tempat-tempal [ersebul,

Bagian kedua

Ketentuan Larangan

Pasal 10

(1) Sctisp orang atau badan dilarang memproduksi, menjual,
mengikiankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-
lempal yang lelah dilelapkan sebagal KTR
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(2)

(3)

(1}

(3

Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan  iklan
sebaprimana dimaksud pada ayat 1) diberlakukan sebagai berikut:

a pada tempat-tempal sebagaimsnas dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
hurtf a, huruf b, dan huruf e larengan Dberlaku  hingga
pagear/batas terivar pada tempal-lempat tersebut;

h. pada tempat-tempat sebagmimona dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
hurauf d, buruf 1, huruf g din huruf h yang beratap, brangan

berlaku hingga pagar/ batas terluar pada tempat-lempat terseburg
¢. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2] hurul
e, larungan berlaku didalam angkutan umum dan diluar yang telah
ditetapkan sebagai KTR.
Larangan sebagammana dimaksud pada ayat (2] hurul h, dikecualikan
di tempat-tempal umum yang secara spesifik borfungsi scbaga tempat
penjualan.

Pasal 1]

Setiap orang dilarang merokok di lempat-tempat yang telah ditetapkan

sebagai KTR.

Larangan merokok schagaimuna dunsksud pada ayat (1) diberlakukan

sebagai berkut

a pada tempal-tempat sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2
buruf 4, huruf b, dan hurul ¢, lurongan merokok berlaku hingga
pagar /balas lokasi tempat-tempat tersebut;

h. pada tempat-tempat scbagaim.na dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
hurul d, huraf [ huruf g dian huruf b yang beratap, larangan
merokok berlaku hingga batas kucuran air dar arap paling luar;

¢. pada tempat sebagaimana dimsksud dalam Pasal 8 ayat () huruf
¢, Jurangan merokok berlaku d dalam angkutan umum.

Pada tempat-tempat sebagaimann dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
hurul §, huruf g dan hural h, pengelola gedung menyediakan tempat
khusus merokok dengan ketentuan schagai berik ut:

a. merupakan ruang terbuka ysng berhubungan langsung dengan
udara luar;

b, terpisah dari gedung/tempat; ruang utama dan ruang lain yang
digunakan untuk beraktifiLas;

¢ jauh dari pimiu masuk dan keluar, dan

jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
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BAB VI
PENGENDALIAN PENYELENGG ARAN KTR

Bagian kesalu

Umum
Pasal 1.2

(1] Pengendalian Penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegintuan
pengawasan dan pencrtiban.

[2) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diwjukan untuk
mengetahu:

a. ketaatan setap orang dan/atau badan  lerhadep ketentuan
karangan di KTR ; dan

b, ketaatan pimpinan atau  peoanggungjawab  KTR  terhadap
ketentuan dan persyaratan penyclenggaraan KTR.

Pasal 13

Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2] hurul &
dilaksanakan oleh pimpinan atau penangg ungawab KTR

Bagian Kedua

Pengawasan terhadap Ketuntan Orang/Badan

Paragral 1
Pengawasan oleh Pimpinan atau Penanggungiawab KTR

Pasal 14

(1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melokukan pengawasan
lerhadap setinp orang atau badar ving berada di KTR yang menjadi
tanggung jawabnya.

(2] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditujukan untuk
mengetahui ketaatan  orang  atau badan  terhadap  Jarangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11,

/ ”
2
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[3) Dalam melaksanakan lugasnys sebugaimana dimaksud pada ayat (1)
pimpinan alau penanggungjawab KTR berwenang:

i

menegiur  setiap  orang/badan yang merokok, memproduksi,
menjual,  mengiklankan dan/alau mempromosikan  produk
tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerianya,

memerintahkan setiap orang badan yang lidak mengindahkan
teguran  sebagaimana  dimuksud  pada  hurul & untuk
meninggalkan KTR;

menghentikan  kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau
promosi produk tembakau sebuagaimana dimaksud pada huruf b,

Pasal 15

(1) Pengawasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayal (1)

diselenpgarakan setiap han secara (erus menerus.

(2} Dalam melaksanakan pengawasan scbapaimana dimaksud pada ayal

(1), pimpinan #stau penangsung 2wab KIR melakukan Koordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkar Dacvrah yvang tugas pokok dan
fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Paragral 2
Petugas Peonpuwas KTR

Pasa 16

{1) Dalam melaksanakan Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 pimpinan atau penanggungjawab KIR dapai menunjuk
Petugas Penga was KTR yang diberi kewenangan khusus untuk itu

(2) Perupas Peogawas KIR sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

berwenang melaksanakan Pengawas.oin di KTR yang menjadi wilayah
kerjanya.

Bagian Ketiga

Penectthan

Pasal 17

{1) Pimpinan atau penanggungjawaby KTR wajib menerapkan KTR di

tempat /lokasi yang menjadi tanggung jawabnya,

11
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(2) Kewajiban Pimpinan atau penanggungiawab KTR sebagaimana
cimaksud pada ayat (1) dalim bentulk:

a himbauan untuk tidak merokok. dan
b teguran secara langsung kepadu trang yang merokok.

[3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b tidak
dihiraukan oleh perokok, mnak: kepadanva diperntahkan untuk
mernggalkan KTR.

Pasal 18

(1] Pimpinan aofou penanggungjawab KTR wajib melarang omng atau
badan unmk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau
mempromosikan produk tembakau di KR yang  menjadi
tanggungjawabnya.

I2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakss inakan dalam
bent uk:

a himbauan untuk tidak memproduksi, menjual, mengiklankan,
dan/ atau mempromosikan produk tembakau; dan

b. teguran secarz langsung “epada orang atau  badan  yang
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan
produk tembakau,

(3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaoksud pada ayat (2) huruf b tidak
dihiraukan oleh orang atau badsn maka kepadanya diperintahkan
untuk meninggalkan dan/arau menghentikan Kegiatan produksi,
penjualan, iklan dan/atau promos! prodok tembakau di KTR.

(4) Dalam hal perintah  sebagaimana dimaksud  pada ayat (3] ndak
dihiraukan, maka orang atau badan yang bersangkutan dilaporkan
kepada Bupati untuk dikenar sanksi melalul Kepala Satuan hkerja
Perangkat Daersh yang luges pokok dan fungsinya di bidang
ketenteraman dan ketertiban.

BAH Vi
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 19

(1] Bupati melakukan pembinaan dulam rangka perlindungan  wargs
masyarakat dari bahaya asap roknk
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2]

(3

(1)

(2}
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Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} ditujukan kepada:

a. pimpnan atau penanggungawasb KTR agar peldksanaan KTR yeang
menjadi tanggung jawabnya berjalun elektif; dan

b. masyarakal pada umumnya agar lermolivasi unluk berperan akuf
dalarm mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.

Dalam melaksanakan pembinaan sebugamana dimaksud pada avat (1]
Bupalti dapat membentuk tim pembing dengan Keputusan Bupati,

BAH VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal )

Masyarakat dapat berperan serts dalam mewujudkan lempat atau
lingkungan vang bersih dan sehat sera bebas durd asap rokok.

Peran serta masyarakat schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk:

a, pengaturan KTR di lingkungan masi ng-masing;

b, penyampaian saran masukan, dan pendapal dalam penetapan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebjakan penyelenggaraan KTR; dan

¢ keikurscrisan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian
penyelenggaraan KTR

BAB X
SAINKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2!

Setiap orang atau badan yang melanggur keientuan dalam Pasal 10 ayat
(1] dan Pasal 11 ayal (1) dikenakan sanksi administratil berupa:

i

h

teguran;

dulam hal teguwan sebagaimanz: dimaksud pada hurul a tidak
dihiraukan, wmaka kepada pelanggar diperintabkan  untuk
memnggalkan KTR.

13
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BAH X
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati imi mulen berlaku, maska izin yang ada
berkaitan dengan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau
mempromosikan produk tembakau di KTR masih tetap berlaku sampai
berakhirnva izin.

HAR X
K ETENTUAN PENUTUP

!ji‘lﬁ‘ﬂ 1 = ?.--.I

Peraturan Bupatl ini raulai berlaku pada ranggal diundangkan.

Apar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempsiunnya dalam Lembaran Daerah
Rabupaten Panalang.

Ditctapkan di Pemalang
puda langgal O Ustohes 200
BUPAT 'ﬁEwG
| /!
y -
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
mdﬂ tﬂ.ngﬂﬂ.] W wlitoberr 21T
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG
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BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 oicx 2
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